NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Gubernur Sumatera Selatan
cq. Bapak Sekretaris Daerah
melalui Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra

Dari : Kepala Biro Hukum dan HAM

Nomor - 782 IND/I/2019

Tanggal 19 November 2019

Lampiran  : 1 (satu) berkas

Perihal ‘Mohon penandatanganan Rancangan Peraturan
Gubemur Sumatera Selatan.

Rersama ini dikemukakan Rancangan Peraturan Gubemid
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Rancangan Peraturan Gubernur ini telah mendapatkan
fasilitasi Menteri Dalam Negeri sesuai suraitnya Nomor
188.34/5352/0TDA hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubemur
Sumatera Selatan.

Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Gubemnur ini
telah diteliti dari aspek yuridis formalnya dan telah diberi paraf
koordinasi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel,
apabila telah bersesuaian mohon kiranya dapat Bapak tanda
tangani.

Demikian dikemukakan, atas perkenan Bapak diucapkan
terima kasih.

KEPALA BJRO HUKUM DAN HAM/{

H. ARDANI, SH, MH.
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip.196310311988121001



NOTA DINAS
Kepada Yth. : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel

Dari : Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumsel

Nomor : GZnt IND/11/2019

Tanggal November 2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal . Penyampaian kembali Rancangan Peraturan
Gubernur.

Bersama ini disampaikan kembali Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib
Pajak.

Terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tersebut telah
kami teliti dari aspek yuridis formainya dan telah dilakukan
perbaikan/pengetikan sesuai dengan hasil fasilitasi Kementerian
Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 79 Peraturan
Menteri Dalam MNegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah beserta perubahannya, Kepala Perangkat
Daerah selaku pemrakarsa bertanggung jawab terhadap substansi
materi Rancangan Peraturan Gubernur yang diajukan, sehubungan
dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud agar
dilakukan penelitian ulang terhadap substansi materi dan apabila
telah bersesuaian kiranya dapat diberi paraf pada masing-masing
lembar oleh para pejabat terkait serta diparaf koordinasi, serta
disampaikan kembali kepada kami untuk diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih.
} KEPALA BIR HUKUMDANHAMK

H. ARDANI, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196310311988121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
E-Mail : pdfi@dispendaprovsumsel.co.cc

_—————————————

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Palembang, 1y Mei 2019

Bl A 13'1 Kepada
: 18@*'{ /V/ Qﬁ /Penda Yth. Gubernur Sumatera Selatan
: Penting ¢.q. Kepala Biro Hukum dan HAM
: 2 (dua) eksemplar . Setda Provinsi Sumsel
: Penyampaian kembali konsep
Rancangan Peraturan Gubernur. di-
Palembang

Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 22 April 2019 dan berdasarkan sura
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov.Sumsel Nomor 633/DPMPTSP.V /
V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal penyampaian koreksi dan saran/masukar
terhadap konsep Peraturan Gubernur, dengan ini disampaikan sebagai berikut :
1. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
201 /KPTS/BAPENDA/2019 tanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Tin
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang
Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukar
Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan, telah dilakukar

pembahasan oleh Tim dan dihadiri oleh perwakilan Kanwil DJP Sumsel dar
Kep. Babel dengan hasil bahwa :

a. konsep awal terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang pendaftarar
wajib pajak cabang/lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usahs
dan/atau pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan, diganti dengan konseg
yang diusulkan oleh Kanwil DJP Sumsel Babel yaitu Rancangan Peraturar
Gubernur tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalamr
Pemberian Layanan Publik  Tertentu di Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana secara yuridis formal telah memenuhi ketentuan Pasal €
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentv
di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tersebut agar adany:
penambahan isi materi pada klausul bagi pelaku usaha PBB-P3, serta aga:
dikoordinasikan secara tertulis ataupun dibahas dalam rapat dengan Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Prov.Sumsel.

2. Terlampir Notulen Rapat tanggal 12 April 2019 dan surat Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Prov.Sumsel Nomor 633/DPMPTSP.V/V/201¢
tanggal 9 Mei 2019,

3. Berkaitan hal tersebut di atas, kami sampaikan konsep Rancangan Peraturar
Gubernur tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalarmr
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Provinsi Sumatera Selatan, mohor
kiranya dapat dikoreksi yuridis formalnya. (terlampir hardcopy dan softcopy)

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

|
Dra. Hj. NENG MUHAIBA, MM
Pembina Utama Muda IV/c




GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR '~ TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Mcnimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBEENUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal © ayatl (1)
Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah,
periu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;

. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar MNegara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daecrah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempa! atas Undang-Undang Nomor © Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4150);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5049);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noumor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tlentang
Perubalian Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5679);

Peraturan Pemerintah Nomeor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbungan {Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575]); e
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabhun 2016 tentang
Kelentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nepara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebapgaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 lentang Perubahan alas Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hulkum Dacrah (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang  Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam  Pemberian
Layanan Publik Tertenlu di Lingkungan Pemerintah Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang  Penyelenggaraan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berta Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor
1956);

Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 147 /PMK.03/2017
tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan
Nomor Pekok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajuk (Berila Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 207 /PMK.07 /2018

tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
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Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011
Nomor 1 3eni B} sebagairnana telah dmabah dengan Peraturan
Daerah MNomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan alas
Peraturan Daerabh Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah
(Lembaran Daerah Provinsi Sumalera Selatan Tahun 2017
Nomor 9);

.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah  Provinsi
Sumatera  Selatan  {Lembaran Dacral  Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menelapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMAEI STATUS WAJIR PAJAK.

BADR 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Singkalan
Pasal 1

Dalam P=raturan Gubernur ini vang dimaksad dengan:

1.
2.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan,
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Sclatan.

. Gubernur adalah Gubernur Bumatera Sclatan.
. Perangkat Daerah adalah perangkal dacrah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selalan.

Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi scbelum memberikan
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status
wajib pajak.

. Keterangan Status Wajib Pajak  adalah  informasi  yang

diberikan  oleh  Pemerintah  Provinsi dalam  rangka
pelaksanaan konfirmasi status wajib pajuk atas layanan

tertentu pada perangkat dacrah.

. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh

Pemerintah Provinsi kepada masyarakat.

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, vang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Nomor Pokok Wajib Pajak, vang selanjutnva disingkat NPWP,
adalah nomor vang diberikan kepada wajib pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
scbagal tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Surat Keterangan Lunas, yang selsnjutnya disingkat SKL,
adalah keterangan atau informasi yang menyatakan bahwa
wajib pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang
lerutang.

Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP,
adalah  instansi  wvertikal Dircktorat  Jenderal  Pajak
Kementerian  Keuangan yang  berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayvah
Dircklorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangas.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan,
vang sclanjumya disingkat KP2KP, adalah instansi vertikal
Diirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanior
Pelayanan Pajak Pratam:.

Pajak adalah pajak vang pengenaan dan pengelolaannya
dilakukan olch Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal
Pajak Kemenlerian Keuvangan scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang
meliputi Pajak Penghasilan {PPh), Pajak Pertambahan Nilai
{PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM],
danfatau Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan,
Perhutanan dan Pertambangan (PBBP3).

Pelaltu Usaha adalah seliap orang perscorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegialan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Profesi adalah bidang pekerjaan vang dilandasi olch
pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejuruan tertentu.
Pemenang Lelang adalah penyedia barang/jasa  yang
mengikuti proses penyedia barang/jasa dan dinyatakan lulus
verifikasi untuk layanan pengadaan barang/jasa di Provinsi
Sumatera Sclatan.
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17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Bolanja Dacrah {(APBD) pada perangkat daerah.

18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dap/fatau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagiun Kedua
Maksud dan Tujunan
Pasal 2
Maksud Peraturan Gubermur ini adalah uniluk melakukan
konfirmasi validitas NPWP serta mewujudkan kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu penyampaian laporan
surat pemberitahuan lahunan dan pelunasan pembayaran
atas pajak terulang,

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

a, menyusun dafa base wajib pajak dalam rangka penggalian
potensi  pencrimaan  pajak  dan  puotensi | penerimaarn
pendapatan daerah; dan

b. meningkatkan penerimasn paiak  dan  penerimaan
pendapatan daerah dalam rangka penerimaan dana bagi
hasil pajak penghasilan dan pajak lainnva.

BAB 11
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi melakukan konfirmasi status wagb pajak
sebelum memberikan layanan publik tertentu.

{2} Konlirmasi status wajib pajak oleh Pemenntah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), sccara teknis dilakukan
aleh perangkat dacrah di lingkungan Pemerintah Provinsi di
bidang perizinan dan/atau pengadaan.

(3) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konlirmasi
status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

{4) Pemerintah Provinsi melakukan konfirmasi status wajib pajak
kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keunangan
untuk memperoleh keterangan siatus wajib pajak.
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{5) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], dilakukan melahui:

a. sistemn informasi pada Pemerintah Provinsi yang terhubung
dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan; atau

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Dircktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan.

Pasal 5
Sclain melakukan konfirmasi status wajib pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Provinsi dapat
melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak
dacrah dari pemohon layanan tertentu sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 6 )

(1} Hasil konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, dapat berupa keterangan slatus valid atau
tidak valid.

(2} Keterangan status wajib pajak yang memuat status valid
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapal diberikan dalam
hal wajiby pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam
sistern informasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangarn;

b. telah menyampaikan sural pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan untuk 2 [dua) tahun pajak teeakhir yvang
sudah menjadi kewajiban wajib pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atan

¢. telah melunasi pembayaran pajak yang terutang.

{3) Dalam hal wajib pajak memperoleh keteranpan status valid
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan publik tertentu
pada Pemerintah Provinsi dapat diberikon.

(4) Tethadap wajib pajak vang tidak memenuhi ketentuan
schagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan
keterangan status tidak valid.

Pasal 7
{1) Dalam hal konfirmmasi status wajib pajak oleh perangkat
dacrah di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) tidak dapat dilakukan, wajib
pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan
kelerangan status wajib pajak ke KPP atau KP2KP.
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(2) Terhadap wajib pajak yang memperoleh keterangan status
tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal {4),
wajib  pajak dapat mengajukan permohonan  untuk
mendapatkan keterangan status wajib pajak dan/atau surat
keterangan lunas ke KPP atau KP2KP dengan melampirkan
keterangan status wajib pajak yang memuat status tidak
valid.

(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat {2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraluran

perundang-undangan.

BAB TN
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Wajibr pajak yang telah memenuhi persyaralan subjektif dan
objekiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundan'g--
undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri
pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha
wajib pajak, serta kepada wajib pajak diberikan NPWP.

{2} Pelaku usaha yang melakukan usaha danfatau pekerjaan
atau profesi di Provinsi, wajib memiliki NPWP vyang
dikeluarkan oleh KPP atau KP2KP di wilayah kerja Provinsi.

{3) Pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang
lelang pelaksana pengadaan barang/jusa vang bertempat
tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Provinsi dan telah
memiliki NPWP domisili di luar wilayah Provinsi, wajib
mendaftarkan dirl scbagai wajib pajak cabang/lokasi pada
KPP atau KP2KP vang mempunyai wilayah kerja di Provinsi.

Pasal 9
Ketenluan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi
bahan pertimbangan bagi perangkat daerah di lingkungan
Pemcrintah Provinsi dalam menentukan:
a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan/atau
perpanjangan izin;
b. kelengkapan persyaratan nemenang pengadaan
barang/jasa; dan/atau

c. kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang.
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Pasal 10

Pelaku wusaha scbagaimana dimaksud dalam  Pasal 8,
melakukan pemotongan dan/fatau pemungut pajak sesuai
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan, scrta melaksanakan pembayaran dan pelaporan
surat pemberitahuan pajak penghasilan dengan
menggunakan NPWP yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP
yang mempunyai wilavah kerja di Provinsi,

Pasal 11

Bendabara pengeluaran pada perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi sebagai pemotong danjfatau pemungut
Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai
{PPN) memeriksa NPWP pelaku usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 scbagai kelengkapan persyaratan pembayaran
alas hasil pelaksanaan kegialan pengadaan barang/jasa
pemerintah, :

Pasal 12

{1) Terhadap wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha di
beberapa tempat, selain diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP
atawy KP2ZKP  yang  wilayah  kegunya meliputi  tempal
kedudukan, juga wajib mendaltarkan diri ke KPP atau KP2KP
vang wilayah kerjanya meliputi masing-masing tempat
kegiatan usaha wajib pajak untuk memperolch NPWP cabang
pada sctiap temmpal kegiatan usaha.

[2) Tempat lerdaftarnya wajib pajak dengan status cabang
ditentutkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan selain
di tempat kedudukan wajib pajak yang menimbulkan
kewajiban  perpajakannva  schagai  pemolong  danj/atau
pemungut  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan,

{3) Pendaftaran NPWDP cabang dilaksanakan scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

{1) NPWP cabang berlakn selama wajib pajak yang bersanghkutan
melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan atau
prolesi dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di
Provinsi.

{(2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha alaa pekerjaan termasuk
pengadaan barangfjasa selesal, wajib pajak  yang
bersangkutan dapat mengajukan permohonan penghapusan
MNPWP cabang.
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(3) Penghapusan NPWP dilakukan terhadap wajib pajak yang
sudah tidak memenuhi persyaralan  subjekuf danfatau
objektif sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

{4} Penghapusan NPWP cabang scbagaimana dimaksud pada ayat
(3), hanya dapat dilakukan oleh KPP tempat wajib pajak
terdabiar.

Pasal 14
Pelaku usaha wajib pajak sckilor Pajak Bumi dan Bangunan
Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBBP3), wajib
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang/lokasi pada
KPP atau KP2KP yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi.

Pazal 15 .

{1) Pemcrintah  Provinsi dapat melakukan koordinasi dalam
rangka wersclenggaranya Peraturan Gubernur ini.

{2} Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis
dilaksanakan oleh perangkat daerah di  lingkungan
Pemerintah  Provinsi di  bidang perizinan, pengadaan,
pendapatan daerah, dan/alau instansif perangkat daerah lain

yang terkait.

FPasal 16
Penyelenggaraan  Peraturan Gubernur  ini dilaksanakan
dengan memperhatikan  Ketentuan  peraturan  perundang-
undangan di bidang perpajakan seria kctentuan peraturan
perundang-undangan lain yang terkait.

BaB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Bagi pelaku usaha yang telah memperoleh izin dan belum
habis masa berlakunya namun belum memiliki NPWP, masih
dapat menggunakan izin dimaksud, dengan ketentuan wajib
mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang mempunyai
wilayah kerja di Provinsi untuk memperoleh NPWP, paling
launbat 6 [enam) bulan terhitung sgjak berlakunya Peraturan

Gubernur ind.
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Pasal 18
Pada saal Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan
peraturan  perundang-undangan dan/atau kebijakan yang
ditctapkan olch Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan
lata cara pelaksanaan konfirmasi  status  wajib  pajak,
dinyvatakan telap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan  Gubernur  ini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengelahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempalannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Lo-oo0o0 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palernbang
pada tanggal "7 Sooovoo 2019

SEKRETARIS DAERAH
FPROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

ey

BERITA DAERAH PROVINS] SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR




